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Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

/¥th. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun’
: Di
SIMALUNGUN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinera Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan
MENPAN Nomor KEP-136/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaiuasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan  Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013
tentang Perubahan Lampiran Peratwran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pstunjuk Pelaksanaan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Keputusan Sekrefaris
Mahkamah Agung Rl Nomor 2BA/SEK/SKAV/2011 tentang Pedoman Umum Evaluasi

. Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan Tingkat Banding
seluruh lingkungan Peradilan disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Simalungun
dimakstudkan untuk:
a. Memperaleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja nstansi
Pemerintah (SAKIP),
b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi.
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan
akuntabilitas instansi.

2. - Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajeren kinerja,
meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinefja, Evaluasi
Kinerja dan Capaian Kinerja.

- Laporan Akuniabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) tahun 2021,
merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis

(Renstra), dokumen Rencana Kinerja- Tahunan (RKT), dokumen Penetapan™ @ - -

Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi ditirangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0 s.d 100.
Setiap jawaban “Ya” akan diberikan nilai 1, sedangkan jawaban “Tidak” akan
diberikan nilai 0, untuk jawaban albleldle, penilaian didasarkan pada judgement
evaluator dengan criteria eebagai berikut :




Jawaban Kriteria Nilai
a Memenuhi hampir semua kriteria 1
{lebih dari B0% s/d 100%)
b Memenuhi sebagian besar kriteria 0,75
{lebihdari 60% s/d 8Q%)
c Memenuhi sebagian kriferia 0,50
(lebih dari 40% s/d 60%)
d  Memenuhi sebagian kecil kiteria B 025 _
(lebih dari 20% s/d 40%) i N '
& Sangat kurang memenuhi kriteria 0
{kurang dart atau sama dengan 20%)

4." Pengaditan Negeri Simalungun memperoleh nilai sebesar 72.98 atau Nilai BB
(SANGAT BAIK)

D. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap selurvh komponen
manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja = Bobot 35% nilal yang diperoleh  : 27.31 %

1)

2)

Dokummen Rencana Strategis (RENSTRA} telah direviv dan memuat visi,
misi, fujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, dan target
jangka menengah, indikator kinerfa tujuan. Dokumen Renstra sudah
sepenuhnya digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana
Kerja dan Anggaran

Rancana Kinerja Tahunan (RKT) felah ada memuat sasaran, indikator
kinerfa sasaran, target kinerja tahunan dan menyajikan Indikator Kinerja
Utama {IKU) serta selaras dengan Renstra, dan sepenuhlinya digunakan

- sebagai acuan untuk menyusun anggaran (RKA) (a.l. Target kinerja RKT

3)

vs Target kinerja RKA).

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) telash ada, disusun segera setelah
anggaran disetujui dan PK telah menyajikan IKU serla selaras dengan
RKT, dokumen PK sepsnuhhya sudah dimonitor pencapaiannya secara
berkala dan sepenuhnva dimanfaatkan dalam pengarahan dan
pengorganisasian kegiatan.

b, Pengukuran Kinerja = Bobot 20% nilai yang diperoleh : 16.50 %

1)

2)

Indikator Kinerja Utama {IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal dan
penilaian kinerja unhtk dipargunakan datam penyusunan laporan kinerja.
Indikator Kinerja Utama KU sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen-
dokumen perencanaan dan penganggaran seria akdivitas pengendalian
dan pemantauan kinerja dilakukah secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja = Bobot 15% nilai yang diperoleh :42.25%

1

Laporan Kinerja Instansit Pamerintah {LKjIP) Tahun 2021 telah disusun
dan disampaikan tepat waktu serta bukan merupakan kompitasi dari Unit
Kerja di bawahnya.

[k



2) Laporan Kinerja [nstansi Pemerintah (LKjIP) menyajikan informasi
mengenai pencapaian IKU dan kinerja yang telah diperjanjikan serta
perbandingan data kinerja yang memadai ardara realisasi tahun ini
dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang
diperlukan.

3) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) menyajikan informasi
keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja.

d. Evaluasi Kinerja = Bobot 10% nilai yang diperoleh .~ :6.25%
Monitoring dan Evaluasi sudah dilaksanakan namun hasil pemantagan
terhadap kinera/fkegiatan belum sepenuhnya ditindaklanjuti secara periodik
dan menyeluruh.

e. Pencapaian Kinerja = Bobot 20% nilai yang diperoleh : 11,87 %
1) Penetapan dan capaian target oufput/outcome sebagfan besar dapat
diandalkan.

2) Informasi kinerja dan keselarasan kinerja secara umum menunjukkan
capaian Kinerja output/outcome masih perlu ditingkatkan.

Rekomandasi

Bardasarkan hal di atas direkomendasikan:
a. Perencanaan Kinerja
1) Agar Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sepenuhnya digunakan sebagai .
acuan untuk menyusun anggaran (RKA) (al. Target kinarja RKT vs Target
kinerja RKA).
2) Agar Dokumen Penetapan Kinerja (PK) dimonitor pencapaiannya secara
berkala dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian
kegiatan,

b. Pengukuran Kinerja
Agar Indikator Kinega Utama IKU dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen
perencanaan dan penganggaran serta dipergunakan sebagat pengendalian dan
pemantauan kinetja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

1) Agar lebih menyempurnakan informasi kinerja dalam Laporan Kinerja
Instansi Pamerintah (LK|IP} dengan analisis vang lebih- mendalam - dan
memperhatikan capaian target indikator kinerja seliap sasaran seria
dilengkapi dengan berbhagai pembandingan capaian Kinerja, agar
memperoleh informasi kinerja yang memadai sesuai periode Ranstra.

2) Menambah dayaguna LKjIP sebagai sumber informasi datam upaya
perbaikan pelaksanaan program, perbaikan perencanaan, peningkatan
kinerja, penilaian kinerja dan pencapaian kinerja pericde selanjutnya.

3) Agar informasi keuangan dalam LKjIP menyajikan yang terkait dengan
pencapaian kinerja.

d. Evaluasi Kinerja
Agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkals terhadap Perjanjian
Kinerja, dan hasil dari monitoring dan evaluasi fersebut ditindakianjuti guna
perbatkan kinerja di tahun berikutnya.




e. Pencapaian Kinerja
Dalam merumuskan sasaran dan indikator kinerja agar memperhatikan target
yang lelah ditetapkan, kehandalan informasi dan keselarasan kinerja
berdasarkan tugas dan fungsi Pengadilan, schingga uvraian pelaksanaan
kegiatan dan proses yang telah ditakukan menggambarkan kineifja atau
output/outcome yang memadai.

Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitag Kinea Pengadilan Negeri

Simalungun Tahun 2021 - dengan harapan-agar rekomendasi yang-disampaikan-depat —— - - -

ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinatia di lingkungan
Pengadilan Negeri Simalungun,

Altas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
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